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DUA tahun sudah kejadian 
tersebut berlalu. Apriyanto 
sama sekali tidak 

mengingatnya. Tapi, video yang 
tayang di televisi dan Twitter tentang 
dirinya yang ditabrak lari mobil 
patroli kembali mengguncang 
pikiran.   

Saat itu, 24 Juni 2008. Apri, begitu 
dia biasa disapa, datang ke Jakarta 
dari kampung halamannya di Jambi 
untuk mengikuti aksi unjuk rasa 
menolak kenaikan harga BBM. 

Bersama kawan-kawannya dari 
Badan Eksekutif Mahasiswa Institut 
Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan 
Thaha jurusan Jinayah Syasah, Apri 
berunjuk rasa di depan Gedung DPR, 
Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Polisi datang membubarkan aksi. 
Para peserta aksi unjuk rasa berlarian 
di sepanjang Jalan Gatot Subroto, 
takut ditangkapi polisi. 

Apri dan seorang kawan yang 
sama-sama datang dari Jambi 
melambatkan lari. Ketika keduanya 
setengah berjalan, tiba-tiba sebuah 
mobil polisi menabrak Apri dari arah 
belakang. 

“Saya sempat menoleh sedikit ke 
belakang dan melibat mobil polisi, 
sedan. Tapi kejadiannya begitu cepat, 
saya tidak ingat apa-apa lagi,” papar 
Apri, kemarin malam. 

Apri hilang kesadaran. Namun, ia 
mengaku masih ingat betul mobil 
yang menabraknya adalah mobil 
patroli polisi. Kini setelah video 
tersebut beredar luas, kejadian yang 
terekam jelas itu dapat disaksikan 
banyak mata. Mobil polisi itu 
bernomor lambung 3024 dengan pelat 
nomor 6312-VII.  

“Saya sendiri tak tahu nomor 
mobilnya. Tapi yang pasti, orang 
dalam rekaman itu benar adalah saya. 
Kami semua memakai jas almamater 
ketika berunjuk rasa,” ujarnya sambil 
memegang kerah jas almamater 
kampus yang sedang ia kenakan 
malam itu. 

Melarikan diri 
Menurut kisah yang ia dengar dari 

kawan-kawannya di lapangan, mobil 
patroli itu melarikan diri. Pengunjuk 
rasa dan orang-orang di pinggir jalan 
pun melempari mobil patroli Polsek 
Palmerah itu dengan batu.

Pria yang kini duduk di semester 
akhir jurusan Jinayah Syasah 
(Hukum) IAIN Sultan Thaha itu 
terluka di beberapa bagian tubuh. 
Tulang dalam tempurung lutut 
kanannya terlepas, kepala dan 
punggungnya pun cedera. Tiga hari 
lamanya ia dirawat di Rumah Sakit 
UKI Cawang. Kini dua tahun setelah 

kejadian tersebut, Apri kembali akan 
melanjutkan usahanya untuk 
meminta pertanggungjawaban.

“Dua tahun lalu, kawan-kawan 
sempat meminta kampus untuk 
menuntut pertanggungjawaban 
polisi, minimal permintaan maaf dari 
Kapolri, tetapi tidak ada tindak 
lanjut. Besok rencananya saya akan 
ke Komnas HAM untuk menentukan 

langkah selanjutnya,” pungkas Apri. 
Beredarnya video tabrak lari 

terhadap Apri membuat posisi polisi 
tersudut. Pasalnya, polisi yang selalu 
menganjurkan supaya bertanggung 
jawab atas tabrakan yang terjadi kini 
justru polisi memperlihatkan diri 
sebagai penabrak lari.  

Polisi menduga ada motif 
memojokkan dalam peredaran video 
tersebut. “Kami sedang mencari siapa 
yang mengunggah video itu untuk 
mengetahui apa motivasinya?” kata 
Kabid Humas Polda Metro Jaya 
Kombes Boy Raß i Amar, kemarin. 

Boy menduga ada motif 
memojokkan sebab dikeluarkan pada 
saat polisi sedang menghadapi 
tudingan terkait pelemparan botol 
minyak tak bersumbu ke kantor 
majalah Tempo dan penganiayaan 
terhadap aktivis ICW. 

Selain itu, Boy menyatakan ada 
proses rekayasa dalam video tersebut. 
“Orang itu seperti tertabrak lalu 
terpental, padahal hanya 
terserempet,” bela mantan Kapoltabes 
Padang tersebut.

Tentang apakah dia terlempar 
demikian dahsyat atau hanya 
terserempet seperti diungkapkan Boy, 
Apri tidak bisa memastikan karena 
setelah kejadian itu, ia langsung jatuh 
pingsan. (Anata Siregar/Fidel/J-1) 

Apriyanto Merasa Sengaja Ditabrak  

P
EMERINTAH Provinsi DKI Jakarta 
harus merevisi peraturan daerah 
(perda) yang mengatur tentang 
perparkiran agar putusan Mahka-

mah Agung (MA) yang memerintahkan 
penggantian atas kehilangan mobil dan 
motor di areal parkir dapat dilaksanakan. 

Menurut Yayasan Lembaga Konsumen 
Indonesia (YLKI), revisi perda itu juga un-
tuk menegakkan hak konsumen yang dija-
min dalam Undang-Undang Nomor 8 ten-
tang Perlindungan Konsumen. “Gubernur 
DKI sekarang (Fauzi Bowo) harus segera 
merevisi Perda No 5 Tahun 1999 tentang 
Parkir,” ujar Pelaksana Harian YLKI Tulus 
Abadi dalam sebuah perbincangan di Ja-
karta, kemarin. 

Desakan untuk merevisi perda tersebut 
sebenarnya sudah dilancarkan sejak masa 
pemerintahan Gubernur DKI Jakarta sebe-
lumnya, yakni Sutiyoso. Namun, hingga 
kini rencana revisi itu belum terlaksana.

Revisi terutama penting dilakukan untuk 
menghilangkan Pasal 36 ayat 2 dalam perda 
yang menyebutkan kerusakan dan kehilang-
an ditanggung konsumen dan bukan pihak 
pengelola parkir. “Ini jelas bertentangan 
dengan UU tentang Perlindungan terhadap 

Konsumen. Perda itu kan tingkatannya di 
bawah UU, jadi (pasal) ini cacat hukum se-
hingga harus direvisi,” tandasnya.

Siap laksanakan
Corperate Affair Secure Parking Toni 

Tjuatja tidak keberatan dengan putusan MA 
tersebut. Pada prinsipnya, Secure Parking 
mendukung solusi yang berkeadilan bagi 
semua pihak. Malah pihaknya pernah 
meng ajukan kewajiban mengganti kenda-
raan yang hilang di areal parkir dalam 
usulan draf revisi Peraturan Gubernur 
(Pergub) tentang Tarif Parkir. 

“Sebenarnya putusan MA itu kasus lama. 
Kami sudah mengantisipasi. Kita mau saja 
mengganti kendaraan yang hilang di areal 
parkir,” kata Toni. 

Dia berharap, dalam revisi pergub nanti-
nya juga besaran tarif ditinjau ulang. Sebab, 
besaran tarif parkir tidak pernah naik sejak 
2004. Dengan menggunakan tarif sekarang, 
pengelola parkir keberatan jika harus meng-
ganti kendaraan yang hilang. 

“Kami kira tidak fair jika tetap menggu-
nakan tarif lama sejak 2004 yang belum 
naik,’’ ujarnya.

Menurut Ketua Asosiasi Pusat Belanja 
Indonesia (APBI) Stephanus Ridwan bila 
putusan MA itu akan dilaksanakan, perlu 
ada  pembatasan nilai ganti rugi yang dite-

rima pihak yang kehi langan kendaraan. 
“Misalnya saja ganti rugi untuk mobil 
Rp100 juta dan motor Rp10 juta,” jelasnya.

Di sisi lain, keputusan MA yang mewa-
jibkan pembayaran ganti rugi bagi kehilang-
an mobil atau motor di areal parkir disam-
but gembira banyak pihak. 

“Iya dong, harus diganti kalau ada kehi-
langan di areal parkir. Kalau kita kehilangan 
karcis saja didenda, harusnya kalau barang 
hilang juga diganti,” ujar Andi, karyawan 
swasta.

Anggota Komisi A DPRD DKI William 
Yani mendukung putusan MA itu. “Itu baru 
fair. Ada kewajiban, tentu ada hak. Kewa-
jibannya bayar tarif parkir, sedangkan hak 
menjamin kendaraan, dibayar ganti rugi jika 
hilang,” ujarnya. 

Karena itu, lanjut William, DPRD DKI 
mendorong Pemprov DKI agar segera du-
duk bersama membahas draf untuk pasal-
pasal dalam perda baru yang memuat ten-
tang asuransi, ganti rugi kendaraan, dan 
besaran tarif maupun retribusi parkir. 

Saat ini, pihak Pemerintah Daerah Bogor 
dan Bekasi juga berencana merevisi perda 
untuk bisa mengakomodasi kewajiban 
penggantian kendaraan hilang di areal 
parkir. (Ssr/DP/GG/DD/E-3)

nesty@mediaindonesia.com 

Pemprov DKI Harus Ubah
Perda tentang Parkir
Perlu ada batasan nilai penggantian kerugian terhadap 

mobil atau motor yang hilang.

Nesty Trioka Pamungkas

TETAP MELANGGAR: Sejumlah mobil diparkir di bahu jalan di depan Gedung Mahkamah Konstitusi Jl 
Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (27/7). Meski Pemda DKI telah menetapkan aturan larangan parkir 
di jalan protokol, masih banyak pengendara yang tidak mengindahkan peraturan sehingga mengganggu 
kelancaran lalu lintas. 

LINTAS BERITA

Minyak Tanah Menang lagi di Bogor 
PEMILU kedua minyak tanah versus gas digelar di Kampung 
Malang Nengah, RT 03/02, Desa Ciseeng, Kecamatan Ciseeng, 
Kabupaten Bogor, kemarin. Hasilnya, kembali dimenangi 
minyak tanah seperti pemilu pertama di Cipayung, Jakarta 
Timur, Minggu (25/7). Dari 329 pemilih di Ciseeng, sebanyak 
320 orang memilih minyak tanah, dan hanya 9 mencoblos gas. 
Pemilu digelar di halaman rumah Abdul Majid, dimulai pukul 
10.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB. Setelah hasil pemilu diu-
mumkan, panitia menutup dengan acara membuang tabung-
tabung gas 3 kg ke kali. Menurut Dadang, Sekretaris Kabinet 
Bendera Bogor, kegiatan tersebut dilakukan terkait dengan 
banyaknya tabung gas 3 kg meledak. “Kami enggak mau lagi 
pakai gas. Sudah banyak yang meledak. Kami takut menjadi 
korban berikutnya,” kata Mumun, salah seorang warga. 
(DD/J-1)

Enam Calon Kuat Kapolri    
KETUA Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Djoko 
Suyanto menyatakan nama calon Kapolri diumumkan satu 
hingga dua bulan sebelum Jenderal Bambang Hendarso Da-
nuri meng akhiri masa jabatannya. Bambang memasuki masa 
pensiun pada 31 Oktober 2010. Djoko yang ditemui di Istana 

Negara, kemarin, mengaku 
telah mengantongi sejumlah 
nama calon. Namun mantan 
Panglima TNI itu tidak ber-
sedia menyebutkan. Kom-
polnas sudah menerima 
delapan nama calon Kapolri. 
Enam calon masih memiliki 
masa bakti cukup panjang 
yakni Irwasum Komjen 
Nanan Soekarna, Kapolda 
Sumut Irjen Oegroseno, 
Kapolda Metro Jaya Timur 

Pradopo, Kapolda Jatim Irjen Pratiknyo, Kepala Korps Brimob 
Irjen Imam Sudjarwo, dan Irjen Bambang Suparno. Adapun 
dua calon lainnya, Wakapolri Komjen Yusuf Manggabarani 
pensiun Mei 2011, dan Kabareskrim Komjen Ito Sumardi 
pensiun Juli 2011. (Rin/J-4)

Karyawan Bank Diduga Bunuh Diri 
SEORANG peserta pelatihan manajemen tewas terjatuh dari 
lantai delapan Apartemen Puri Casablanca, Tebet, Jakarta 
Selatan, kemarin. “Korban bernama Wiliam Flour berusia 31 
tahun. Dia karyawan bank yang sedang mengikuti pelatihan 
dan ditempatkan di apartemen,” kata Kapolsek Tebet Komi-
saris Udik Tanang di lokasi kejadian, kemarin. Wiliam jatuh 
dari Tower D Apartemen Puri Casablanca sekitar pukul 16.00 
WIB. “Kejadian tersebut diketahui oleh istrinya yang sedang 
berada di apartemen.” Sang istri kepada polisi menyebutkan, 
saat itu Wiliam memintanya datang ke apartemen dengan 
membawa surat dokter. Wiliam yang tinggal di Bumi Menteng 
Asri, Bogor, Jawa Barat, mengaku sakit tenggorok sehingga 
tidak bisa mengikuti pelatihan di Ragunan. Ketika tiba di 
apartemen, Wiliam yang tinggal bersama lima temannya di 
apartemen sudah melompat ke bawah. (*/J-1)

Wali Kota Jakut tidak Bisa Hentikan Mal
WALI Kota Jakarta Utara Bambang Sugiyono tak bisa menja-
min dihentikannya pembangun mal di kawasan tersebut. 
“Kami tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pembangunan 
mal ini. Walaupun dibangun di wilayah Jakarta Utara, yang 
memberikan izinnya kan tetap dari DKI sehingga mereka yang 
lebih bertanggung jawab,” ujar Bambang. Kalau memang 
dirasa masih perlu dibangun mal, ia mempersilakannya. Mes-
kipun demikian, pihaknya mengaku akan tetap mempriori-
taskan pembangunan rumah sederhana bagi warga kurang 
mampu yang ada di Jakut. Misalnya warga korban penggu-
suran yang saat ini masih tinggal di kolong Jembatan Ma-
runda. “Jika dibandingkan dengan mal, kami masih lebih 
membutuhkan pembangunan rumah sederhana untuk warga 
yang kurang mampu. Semoga hal ini bisa cepat diselesaikan,” 
kata Bambang. (*/J-2)

Djoko Suyanto
Ketua Komisi Kepolisian Nasional

MI/SUSANTO

Saya sempat menoleh 
sedikit ke belakang dan 
melibat mobil polisi, 
sedan.”
Apriyanto
Korban tabrak lari


